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PENGUSAHAAN TERUMBU KARANG SECARA BERKELANJUTAN 

(Studi Kasus Perubahan Usaha Terumbu Karang Alam ke Budidaya Terumbu Karang 
di Pulau Serangan, Kccamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar-Bali) 
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ABSTRACT 

Illegal coral extraction (taking coral from nature) as an unsustainable effort affected the degradation of coral 
reef ecosystem and coastal environment. However, 1t continually happens in Indones1a, particularly in Scr,rngan 
Island, Bali. The stakeholder in coral extraction effort have gamed good advantages (benefits) making a legally 
and sustainable clTort such as coral culture still difficult. 

This study 1s specifically examines the methods of coral culture 1s better and profitable than the methods of 
coral extraction from nature. Thus, encouragmg all parlles involved (stakeholder), especially fishem1an to apply 
the coral culture. The research is observed and compared between coral extraction from nature fisherman and 
coral culture fisherman in Serangan Island, the feasibility, benefits and fisherman's perception. It is also explain 
the role of government toward of coral extraction and culture. 

1he result shows the benefit or advantage of coral culture is higher than coral extraction from nature. It 
demonstrated by NPV (Net Present Value) and CBR (Cost Benefit Ratio) of coral culture is higher than coral 
extraction from nature. Therefore, coral culture is economically feasible to replace coral extraction from nature. 
The fisherman's perception is very pos1llve regarding coral culture effort and implementation replacing coral 
extraction from nature. In this effort, the government's role is very important in provision mcentive such as 
modal and subs1d1es, trainings and increasing fisherman capacity building, market insurance, and easier to obtain 
permits of coral culture. 
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PENDAHULUAN 

Secara ekolog1s, pengarnbilan karang alam men­
gakibatkan musnahnya ekosistem terumbu karang 
clan kematian biota laut, yang selajutnya mengancam 
persed1aan bahan makanan bag1 masyarakat pesisir clan 
lebih jauh akan mempengaruhi kehidupan ekonomi 
para nclayan dan pelaku ekonomi lainnya. Perbuatan 
mi mas1h tetap berlangsung sampa1 sekarang d1 Indo­
nesia khususnya di Pulau Serangan-Bali. Penyebabnya 
adalah semua pihak yang terhbat dalam usaha pengam­
bilan terumbu karang 1111 telah memperoleh keuntun­
gan (benefit), schmgga sangat sulit bag1 mereka untuk 
mengganti kc usaha lerumbu karang yang legal dan 
berkela1utan yaitu budidaya karang (Bahtera N'usan­
tara, 2001 ). 

Bud1daya terumbu karang tclah dilal-ukan oleh 
nclayan d1 Pulau 5crangan seiak awal 2003, walaupun 
mas1h dalam bentuk u11 coba clan sebagian diperun­
tukk.an untuk kepcntmgan konservas1 Di kalangan 
nelayan dan pihak terkait lainnya mas1h ada kcra­
guan akan budidaya karang mi bisa sebagai pengganti 
kcb1asaan mcreka mengambil tcrumbu karang da.ri 
alam, scdangkan pihak 1�emerintah daerah (P.EMDA) 
mas1h bclum memberikan duk-ungan yang maksimal 
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terhadap kegiatan budidaya terumbu karang di Pulau 
Serangan. 

Berdasarkan pemikiran yang dmraikan sebclum­
nya, maka penelitian ini menjad1 penting untuk meng­
kaji permasalahan yang timbul dalam upaya perubahan 
menuju usaha terumbu karang secara berkelanjutan, 
schingga dapat diarnbil langkah-langkah untuk me­
nyelesaikan pennasalahan tersebut. Di samping itu 
perlunya data yang akurat untuk membuktikan bahwa 
metode budidaya terumbu karang ini lcbih ba1k dan 
menguntungkan dibanding mctode pcngambilan ter 
umbu karang dari alam, sehingga lebih mendorong 
para nelayan untuk mau menerapkan usaha budidaya 
terumbu karang serta munculnya dukungan clan pe­
mcrmtah. 

Tu1uan penclitian im adalah ( 1) Mengetahui 
sebcrapa bcsar mla1 manfaat metode budidaya karang 
d1bandmgkan metode usaha terw11bu karang dari 
alam, (2) Mengetahui pcrsepsi nclayan terhadap pen­
crapan usal1a budidaya karang oleh nelayan d1 Pulau 
Serangan, (3) mengkaji bentuk-bentuk insentif dari 
pemcrmtah. 



Pengusahaan Terumbu Karang Secara Berkelanjutan [Arsonetri, I Made Antara, I Wayan Arthana} 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Pulau Serangan, Kelu­
rahan Serangan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota 
Denpasar-Bali pada bulan April 2010 sampai dengan 
bulan Juni 2010. Dalam penelitian ini ada dua jenis 
populasi yaitu populasi nelayan terumbu karang yang 
mengambil da.ri alam clan nelayan terumbu karang 
budidaya di Pulau Serangan. Dari dua populasi ini 
penetapan sampel populasi dilakukan dengan metoda 
aca.k sederhana (simple random sampling). Besarnya 
sampel masing-masing populasi ditentukan dengan 
menguna.kan rumus yang dikemuka.kan oleh Sugiono 
(2010). 

Jenis data yang a.kan dikumpulkan dalam penelitian 
ini adala.h data kuantitatif clan data kua.litatif. Sumber 
data berupa data primer dan data sekunder. Metode 
Pengumpulan data da.lam penelitia.n ini ada.la.h dengan 
cara wawancara terstruktur, wawa.ncara menda.lam, 
metode Observasi, da.n studi pusta.ka dengan memba­
ca sumber bacaan serta literatur yang terkait denga.n 
penelitian. Va.riabel da.lam penelitan ini ada.la.h manfaat 
dan penerapan budidaya ka.rang sebagai metode pen­
gusahaan terurnbu ka.rang seca.ra. berkelanjutan serta 
peran pemerintah da.lam mendukung usa.ha budidaya 
ka.ra.ng. 

Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
a. Analisis Manfaat Biaya

Analisis manfaat biaya diguna.kan dalam menjawab
tujuan pertama yaitu apa.ka.h manfaat metode budidaya 
ka.rang lebih besar dari manfaat metode usa.ha ka.ra.ng 
a.lam. Untuk itu formula Net Present Value (NPV) dan 
B/C Ratio 

Jika B/C rasio manfaat biaya budidaya ka.ra.ng lebih 
besar da.ri rasio B/C manfaat biaya usa.ha kara.ng a.lam 
(B/Ci,

d
>B/C

d
.), maka usaha budidaya layak diter­

uskan. Namun Jika B/C rasio manfaat biaya budi­
daya karang lebih kecil dari rasio B/C manfaat biaya 
usa.ha karang a.lam (B/Ci,

d
<B/C

d
), ma.ka usaha bu­

didaya tida.k laya.k diteruskan. Jika NPV usaha budi­
daya karang lebih besa.r dari NPV usaha kara.ng a.lam 
(NPV b

d 
> NPV

d
,), ma.ka us aha budidaya laya.k diter­

uskan. Namun Jika NPV usa.ha budidaya ka.rang lebih 
kecil da.ri NPV usaha karang a.lam (NPV b

d 
<NPV

d
.), 

ma.ka usaha budidaya tida.k laya.k diteruskan. 

b. Analisis DeskriptifKualitatif
Untukmenjawab tujuan dua dan tiga yaitu, mengeta­

hui apresiasi nelayan da.lam penerapan usaha budidaya 
karang dan untuk mengkaji bentuk-bentuk dul-.'Ungan 
apa saja dari pemerintah yang dapat meningkata.ka.n 
ma.nfaat budidaya karang, diguna.kan analisis deskrip­
tif kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk Memapar­
kan atau mengambarkan suatu masa.lah yang diteliti 
dengan ca.ra menjelaskan data-data yang telah ada 

atau fenomena yang terjadi dilapangan dengan meng­
guna.ka.n kreteria tertentu. Responden dari analisis ini 
ada.lah populasi nelayan kara.ng yang terdapat di Pulau 
Serangan dan dari piha.k pemerinta.h yaitu, dinas-dinas 
terkait seperti Dinas Perikanan dan Kela.utan serta Di­
nas Lingkunga.n Hidup. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Perbandingan Kelayakan Usaha Antara
Metoda Pengambilan KarangAlam danBudidaya
Karang Berkelanjutan di Pulau Serangan

a. Aspek Bia ya 
Yang dima.ksud biaya dalan1 penelitian ini adalah

biaya investasi, biaya operasiona.1 clan biaya perawatan. 
Umur teknis ditetapkan 5 tahun berdasa.rkan umur 
efektif dari pera.latan yang diguna.kan untuk usaha 
karang hias Tabel 1. 

Biaya Investasi 
Tabel 1. Biaya lnvestasi Usaha Karang Alam Dan Budidaya Per Unit/ 

Kk (1-3 orang) di Pulau Serangan 

No Pera Iatan Harga 

1 Sampan 3.000.000 

2 Mesin perahu 10.000.000 
(15 PK) 

3 Kompresor selam 2.500.000 
4 Martil, Alat potong 50.000 

5 Bant/stayro, besek 50.000 

6 Alat selam dasar 200.000 

7 Meja karang 250.000 

8 Bibit Karang (FO 10.000 
dan Fl) 

9 Substrat (campuran 500 
semen) 

10 Perizinan 500.000 

Jumlah 

Unit/ Karang Alam
ecs 

1 3.000.000 

1 10.000.000 

1 2.500.000 
1 50.000 
1 50.000 

3 600.000 

20 0 

1000 0 

1000 0 

0 

16.200.000 

Budidaya 

0 

0 

0 

50.000 
50.000 

600.000 

5.000.000 

10.000.000 

500.000 

500.000 
16.700.000 

Komponen biaya investasi usaha ka.rang a.lam me­
liputi biaya pengadaan sampan, mesin, kompresor se­
lam, pera.latan selam dasar clan pera.latan kerja lain. Un­
tuk budidaya karang a.lat selam dasar dan pera.latan lain 
sama dengan karang a.lam, namun tidak ada investasi 
sampan, mesin dan kompresor selam, wa.laupun peker­
jaannya sama-sama dibawah air. Sebagai tambahannya 
ada.lah investasi meja karang, bibit karang, substrat dan 
perizinan. Nilai investasi keduanya hampir sama dan 
keduanya sama-sama dikelola oleh perorangan atau 
keluarga rata-rata berjurnlah 1-3 orang 

Biaya Operasional dan Pemeliharaan 
Biaya operasiona.1 dan pemeliharaan dari usaha 

karang a.lam meliputi pembelian bahan ba.kar dan kon­
sumsi, sedangkan biaya pemeliha.raan meliputi biaya 
pemeliha.raan selwuh komponen pera.latan pengembi­
lan karang yang disajikan pada Tabel 2. 

Secara keseluruhan biaya operasiona.1 dan pera­
watan/ pengadaan (modal kerja) ta.hunan budidaya 
karang (Tabel. 3) lebih rendah dibandingkan usaha 
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3. Peran dan Insentif dari Pemerintah dalam
Meningkatkan Nilai Manfaat Budidaya Karang
Berkelanjutan di Pulau Serangan

Tabel 5. Peran dan lnsentif dari Pemerintah dalam Mendukung 
Budidaya Karang Menurut Nelayan di Pulau Serangan 

Pendapat Responden 

Pertanyaan Ya Tidak Total 

Jml % Jml % 

Pemerintah Sudah berperan aktif mendu-
32 58,2 23 41,8 55 

kung Usaha Budidaya 

Pemerintah perlu mengadakan Pelatihan 
51 92,7 4 7,2 55 

untuk mendukung Usaha karang Budidaya 

Pemerintah perlu mengadakan Subsidi dan 
41 74,5 14 25,4 55 

konpensasi Harga bagi usaha Budidaya 

Pemerintah perlu mengadakan Kemudahan 
55 100 0 0 55 

Dokumen 

Pemerintah sudah berperan aktif dalam mendu­
kung budidaya, menurut nelayan responden adalah, se­
banyak 58,2% responden menjawab sudah, sedangkan 
41,8% persennya menjawab tidak. Hasil ini menunju­
kan Pemerintah belum sepenuhnya dirasakan oleh ne­
layan Pulau Serangan. Sedangakan bentuk peran aktif 
pemerintah berupa pelatihan dianggap paling perlu 
oleh nelayan adalah kemudahan pengurusan doku­
men, dimana SS ( 100%) responden menjawa perlu 
(Tabel.S). 

Tabel 6. Harapan Nelayan Responden Terhadap Pemerintah untuk 
Peningkatan Manfaat Budidaya Karang 

No Harapan 
Frekue-

% 
sinsi 

1 Tidak memberikan jawaban 5 9,1 

2 
Sudah merasa cukup dengan penghasilan 

2 3,6 
sekarang 

3 
Sudah cukup karena sudah tidak dikejar-kejar 

5 9,1 
aparat lagi 

4 Peningkatan harga karang budidaya 21 38,2 

5 
Keamanan, jaminan pasar, Memotong rantai 

3 5,5 
pemasaran 

6 
Mutu dan hasil bisa ditmgkatkan melalui 

7 12,7 
pelatihan 

7 Penguatan kelompok nelayan, Tambahan modal 12 21,8 

Total 55 100 

Harapan-harapan nelayan terhadap pemerintah 
yang terbanyak adalah, mengenai peningkantan harga 
38,2%, kemudian penguatan kelompok nelayan serta 
tambahan modal 21,8%. Harapan lainnya adalah men­
genai upaya pelatihan clan jaminan pasar (Tabel 6). 
Data ini bisa menjadi gambaran bagaimana seharus­
nya Pemerintah mengambil peran dalam meningkat­
kan manfaat Budidaya karang berdasarkan aspirasi dari 
nelayan sendiri sebagai pelaku langsung. 

Kelompok-kelompok nelayan dengan sistim kelem­
bagaan yang kuat merupakan sasaran strategis yang 
harus dituju oleh pemerintah dalam mengimplemen­
tasikan kegiatan-kegiatan dalan1 rangka meningkatkan 
manfaat budidaya karang. Dengan berkelompok akan 
memudahkan fungsi kontrol secara timbal balik antara 
masyarakat nelayan dan pemerintah. Pemerintah bisa 
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dengan mudah mengawasi sejauh mana apa-apa yang 
telah diberikan bisa dimanfaatkan oleh nelayan dan ne­
layan melalui wakil-wakil kelompok bisa memberikan 
masukan apa yang sebaiknya diberikan oleh pemerin­
tah sesuai yang mereka butuhkan. 

Selain data empiris dilapangan, masukan dari para 
pihak (stake holder) terkait dengan isu ini juga mem­
berikan pendapat mengenai peran yang harus diam­
bil oleh pemerintah berdasarkan skala prioritas untuk 
meningkatkan manfaat budididaya karang dan pen­
gelolaan ekosisitim terumbu karang secara berkelan­
jutan sebagai berikut: 

a. Penegakan Hukum
Hasil pengamatan clan pendapat para pihak di Pu­

lau Serangan clan sekitarnya, saat ini penegakan hukum 
belum optimal dilakukan oleh pemerintah, praktek­
praktek perusakan terumbu karang masih saja terjadi. 
Penegakan hukum hendaknya dilakukan pada semua 
level usaha perdagangan karang hias. Saat ini penega­
kan hukum lebih banyak ditujukan kepada nelayan 
pengambil saja yang sebenarnya memiliki posisi paling 
lemah baik dari aspek ekonomi maupun hukum. 

Pendekatan secara holistik clan antar sektoral meru­
pakan satu keharusan jika pemerintah berniat untuk 
menghilangkan praktek pengambilan karang yang ille­
gal. Pemerintah wajib memperkenalkan cara alternatif 
kepada para nelayan dan disatu sisi aktif melakukan 
kegiatan penegakan hukum. Selain itu juga diperlu­
kan komitmen dari instansi yang bertugas melakukan 
penegakan hukum, seperti Departemen Kehakiman, 
Kejaksaan, clan Kepolisian (Arsonetri, 2005). 

Peran aktif pemerintah yang lain adalah mendamp­
ingi nelayan dalam perizinan usaha budidaya karang. 
Ditingkat masyarakat yang rata-rata berpendidikan 
rendah sangat sulit mencerna berbagai aturan yang 
telah dibuat oleh pemerintah, baik aturan pelarangan 
ataupun syarat-syarat yang dibolehkan. Pendampin­
gan ini berupa tata cara pelaksanaan budidaya karang 
clan sosialisasi tentang pelarangan pengambilan karang 
alam. Mekanisme pemberian ijin tentu saja harus san­
gat selektif clan adil, sehingga para nelayan benar-benar 
akan mengalarni penyaringan clan yang memperoleh 
ijin adalah yang benar-benar telah memenuhi syarat 
sebagai nelayan budidaya. 

b. Pemberian Insentif dan Menakanisme Pasar
Untuk peningkatan manfaat budidaya ini maka

pemberian insentif terhadap nelayan berupa kemuda­
han permodalan clan membantu membuka akses pasar 
bisa dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan 
para eksportir. Pemerintah bisa mendorong pengusaha 
meluli perizinan usaha yang dimiliki oleh pengusaha 
supaya membuka peluang clan memberikan prioritas 
(harga clan Modal) pada nelayan karang budidaya. 
Pengakuan beberapa importer karang dan ikan hias 






